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KEPUTUSAN DIREKSI DAN DEWAN KOM]SARIS PT PERKEBUNAN NUSANTARA VIII
NOMOR : KEP/|.lFldlV/2021

NOMOR tSKIDEKOMI o7 lvl20zt
TENTANG

PEDOMAN PERII.AKU ICODE OF CONDUCT)
PT PERKEEUNAN NUSANTARA VIII

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PT PERKEBUNAN NUSANTARA VIII,

Menimbang

Mengingat

a. bahwa dalam rangka penerapan Good Coryorote Governance (GCGI

secara konsisten dan berkelanjutan di PT Perkebunan Nusantara
Vlll, telah ditetapkan GCG Manual salah satunya Pedoman Perilaku
Etika (Code of Conduct) sebagaimana Keputusan Direksi dan Dewan
Komisaris PT Perkebunan Nusantara Vlll Nomor:
KEP fi .t/9O9 /' /?019 dan Nomor: SK/DEKOM/O8/(|2O79 tentang
Pedoman Perilaku (Code o/ Condoctl PT Perkebunan Nusantara Vlll;

b. bahwa sehubungan dengan perkembangan kondisi dan perubahan
arah strategi PT Perkebunan Nusantara Vlll serta telah
ditetapkannya Nilai-Nilai Utama (Core Volues/ Sumber Daya
Manusia Badan Usaha Milik Negara, maka dipandang perlu
melakukan pemutakhiran terhadap Keputusan Direksi dan Dewan
Komisaris PT Perkebunan Nusantara Vlll Nomor:
KEP l.l/919l[/2019 dan Nomor: SK/DEKOM/081X/20L9 tentang
Pedoman Perrlaku lCode of Condoctl PT Perkebunan Nusantara;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a dan b di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Direki
dan Dewan Komisaris PT Perkebunan Nusantara Vlll tentang
Pedoman Perilaku (Code of Conductl PT Perkebunan Nusantara Vlll.

1. Undang-Undang Republik lndonesia Nomor40Tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun
2007 Nomor 106,Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia
Nomor 4756);

2. Peraturan Pemerintah Republik lndonesia Nomor 72 Tahun 2014
tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik
lndonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero)
PT Perkebunan Nusantara lll (Lembaran Negara Republik lndonesia
Tahun 2014 Nomor 218);

3. Peraturan..../2



Memperhatikan

3. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-

01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang

Baik (Good Corporote Governonce) pada Badan Usaha Milik Negara

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Badan Usaha

Milik Negara Nomor: PER-09 /MBU 120L2 tentang Peraturan
Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-

0UMBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan YanB

Baik (Good Corryrote Governoncel pada Badan Usaha Milik
Negara;

4. Keputusan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara

Nomor: SK-16/5. M BU/2012 tentang lndikator/Parameter Penilaian

dan Evaluasi Atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

lGood Corporote Governance) Pada Badan Usaha Milik Negara;

5. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Direktur Utama

Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara lll
Nomor: SK-158/MBU/05/2020 dan Nomor:
DSDM/SKPTS/R/67/2020 tangtal 26 Mei 2020 tentang
Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan dan

Pengangkatan Anggota-anggota Direksi PT Perkebunan Nusantara

Vil;
6. Peraturan Direksi PT Perkebunan Nusantara lll (Persero) Nomor

DlRlPERlT /2020 tanggal 15 Mei 2020 tentan gsenior Executive Vice

President Pada Anak Perusahaan PT Perkebunan Nusantara lll
(Persero);

7. Surat Keputusan Direksi PT Perkebunan Nusantara lll (Persero)

Nomor: DSDM/SKPTSIR/9L(19ZO tanggal 25 Mei 2020 tentang
Nomenklatur labatan dan Penempatan Senior Executive Vice

President Pada PT Perkebunan Nusantara Vlll;
8. Surat Keputusan Direksi PT Perkebunan Nusantara lll (Persero)

Nomor: DPPS/SKPTS/R/3412021 tanggal 1 Maret 2021 tentang
Pemberhentian dan Penempatan Anggota-Anggota Senior

Executive Vice President pada PT Perkebunan Nusantara Vlll;
9. Surat Edaran Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: SE-

7 IMBU/0712020 tanggal 1 Juli 2020 tentang Nilai-Nilai Utama (Core

Volues) Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara;

10. Surat Edaran PT Perkebunan Nusantara lll (Persero) Nomor:

DPPSISE/3912O20 tanggal 7 September 2020 perihal Perubahan
Nifai-Nilai Utama (Core Voluesl Pr Perkebunan Nusantara Group.

1. Anggaran Dasar Perusahaan sesuai Akta Notaris Harun Kamil, SH

Nomor 41 tanggal 11 Maret 1996 tentang Akta Pendirian PTPN Vlll
(Persero) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Akta Notaris
Nanda Fauz lwan, SH., M.KN Nomor 18 tanggal 25 Juli 2019 serta
Perubahan Data Perseroan dengan Akta Notaris Yuliani ldawati,

SH., Sp.N Nomor 03 tanggal 15 Oktober 2020;

2. Keputusan..../3



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

2. Keputusan Direksi PT Perkebunan Nusantara Vlll Nomor:
KEP lll.2l227lvllll2020 tanggal 3 Agustus 2020 tentanS Organisasi

dan Tata Kerja PT Perkebunan Nusantara Vlll;
3. Keputusan Direksi PT Perkebunan Nusantara Vlll Nomor :

KEP /l.l/929lxl /2018 tanggal 30 November 2018 tentang Pedoman
Umum Tata Persuratan Dinas PT Perkebunan Nusantara Vlll.

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PT PERKEBUNAI{

NUSANTARA VIII TENTANG PEDOMAN PERILAKU ICODE OF

CONDUC'N PT PERKEBUNAN NUSANTARA VIII.

Pedoman Perilaku (Code of Conduct) sebagaimana tercantum dalam
lampiran Keputusan ini merupakan salah satu Good Corporote
Governonce (GCG) Manual yang memuat niai-nilai etika untuk
memberikan acuan bagi insan PT Perkebunan Nusantara Vlll (PTPN Vlll)
dalam berperilaku sesuai dengan nilai-nilai dasar yang dianggap baik
dan diyakini akan dapat menciptakan budaya serta memberikan nilai

tambah bagi PT Perkebunan Nusantara Vlll.

Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka ketentuan Pedoman

Perilaku (Code of Conduct) PT Perkebunan Nusantara Vlll sebagaimana

Keputusan Direksi dan Dewan Komisaris PTPN Vlll Nomor:
REPlt.U909/x12019 dan Nomor: SK/DEKAM/09lxlz0Lg tanggal 4
Oktober 2019 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini, sepanjang
mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut.

Setiap Pimpinan Unit Kerja agar melakukan diseminasi/sosialisasi

SOP/kebijakan/aturan ini kepada karyawan di lingkungan unit kerjanya

masing-masing.

Apabila di kemudian hari diketahui terdapat kekeliruan dan/atau hal-

hal yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan

Yang Baik (Good Corporote Governancel, maka Keputusan ini akan

diperbaiki dan disempurnakan.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:
1. General Manager
2. Sekretaris Perusahaan, Kepala SPl, Kepala Bagian

3. Manager

Ditetapkan..../4
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BAB I 
PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG 
Sejalan dengan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-
01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate 
Governance) pada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-09/MBU/2012 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/2011 
tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) Pada 
Badan Usaha Milik Negara, peningkatan kesadaran akan penerapan Tata Kelola Perusahaan 
yang Baik (Good Corporate Governance), praktik bisnis yang beretika mulai dijunjung tinggi 
oleh para pelaku bisnis. Pedoman Perilaku (code of conduct) merupakan salah satu Good 
Corporate Governance (GCG) Manual yang memuat nilai-nilai etika berusaha dan wajib 
disusun dalam rangka penerapan GCG secara konsisten dan berkelanjutan.  
 
Kementerian BUMN telah meluncurkan core values baru AKHLAK sesuai Surat Edaran 
Menteri BUMN Nomor : SE-7/MBU/07/2020 tanggal 1 Juli 2020 tentang Nilai-Nilai Utama 
(Core Values) Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara bahwa seluruh BUMN 
wajib menerapkan Nilai-Nilai Utama (Core Values) BUMN yang baru secara utuh. Dalam 
rangka membangun keseragaman Nilai-Nilai Utama (Core Values) Perusahaan pada setiap 
insan di PT. Perkebunan Nusantara Group dan Anak Perusahaan lainya yang terkonsolidasi 
dengan Holding PT. Perkebunan Nusantara III (Persero), telah diterbitkan Surat Edaran PT 
Perkebunan Nusantara III (Persero) Nomor: DPPS/SE/39/2020 tanggal 07 September  
2020 perihal Perubahan Nilai-Nilai Utama (Core Values) PT. Perkebunan Nusantara Group. 

 
PT Perkebunan Nusantara VIII selanjutnya disingkat PTPN VIII berupaya menegakkan 
integritas dan nilai etika sebagai dasar dalam beroperasi dan sebagai bagian dari lingkungan 
pengendalian yang sehat dengan tetap memperhatikan ketentuan, dan norma yang 
berlaku serta Anggaran Dasar Perusahaan. 
 
Berkaitan hal tersebut di atas, PTPN VIII perlu menetapkan sekaligus menggantikan nilai-
nilai utama (Core Values) yang lama yaitu SIPro (Sinergi, Integritas, Profesional) menjadi 
AKHLAK (Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif) sebagai identitas dan 
perekat budaya kerja yang mendukung peningkatan kinerja secara bekelanjutan. 

 
B. KOMITMEN DAN KEWAJIBAN MELAKSANAKAN PEDOMAN PERILAKU PTPN VIII 

Pedoman Perilaku PTPN VIII berlaku bagi seluruh Insan PTPN VIII, dimulai dari Dewan 
Komisaris, Direksi dan Karyawan, serta para pemangku kepentingan perusahaan 
(stakeholders). 
 
1. Direksi dan Dewan Komisaris 

Direksi dan Dewan Komisaris berkomitmen untuk menerapkan Pedoman Perilaku PTPN 
VIII secara konsisten dengan memberi contoh yang baik dan keteladanan (lead by 
examples) bagi tingkatan karyawan yang berada dibawahnya. Direksi bertanggung 
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jawab untuk menetapkan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan Pedoman Perilaku 
PTPN VIII dan memastikan implementasinya oleh setiap Insan PTPN VIII dengan 
menegakkan penerapan reward and punishment secara konsisten. 
 

2. Karyawan 
a. Pimpinan Unit Kerja  

Memberikan contoh yang baik dan keteladanan dalam penerapan Pedoman Perilaku 
PTPN VIII di lingkungan Unit Kerjanya masing-masing. Pimpinan Unit Kerja 
mempunyai tanggung jawab memimpin dan mengarahkan bawahan, serta 
mengawasi pelaksanaan Pedoman Perilaku PTPN VIII di Unit Kerja-nya. 
 

b. Atasan Langsung  
Memberikan contoh yang baik (keteladanan) dan selalu mendorong bawahan untuk 
berperilaku sesuai dengan nilai-nilai perusahaan serta menciptakan lingkungan kerja 
yang memotivasi bawahan untuk berperilaku sesuai dengan ketentuan berlaku. 
 

c. Bawahan  
Mempelajari, memahami, dan menerapkan Pedoman Perilaku PTPN VIII dalam 
pekerjaan sesuai bidangnya serta melaporkan pelanggaran ataupun gejala 
pelanggaran yang terjadi baik langsung maupun tidak langsung di Unit Kerja masing-
masing kepada atasan langsungnya. 
 

3. Pemangku Kepentingan Perusahaan (Stakeholders)  
Para pemangku kepentingan perusahaan harus menghormati dan mematuhi Pedoman 
Perilaku PTPN VIII dalam melaksanakan hubungan dengan Insan PTPN VIII. 
 

C. VISI DAN MISI PTPN VIII 
1. Visi Perusahaan  

Menjadi perusahaan berbasis agribisnis yang sehat dan berkelanjutan. 
 

2. Misi Perusahaan 
Mengelola dan mengembangkan bisnis perkebunan dan bisnis lainnya, berbasis potensi 
sumber daya secara efektif dan ramah lingkungan untuk dapat memberikan nilai tambah 
dan berdaya saing tinggi. 

 
D. BUDAYA PERUSAHAAN  

1. Menetapkan Nilai-Nilai utama AKHLAK sebagai nilai-nilai utama (Core Values) PTPN VIII. 
Nilai-Nilai Utama (Core Values) AKHLAK terdiri dari 6 Nilai Utama (Core Values) dan 18 
panduan perilaku, sebagai berikut: 
a. Amanah 

Definisi: Memegang teguh kepercayaan yang diberikan. 
Panduan perilaku: 
1) Memenuhi janji dan komitmen. 
2) Bertanggung jawab atas tugas, keputusan dan tindakan yang diIakukan. 
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3) Berpegang teguh kepada nilai moral dan etika. 
 

b. Kompeten 
Definisi: Terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. 
Panduan perilaku: 
1) Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu 

berubah. 
2) Membantu orang lain belajar. 
3) Menyelesaikan tugas dengan kualitas terbaik. 

 
c. Harmonis 

Definisi: Saling peduli dan menghargai perbedaan. 
Panduan perilaku: 

1) Menghargai setiap orang ataupun latar belakangnya. 
2) Suka menolong orang lain. 
3) Membangun lingkungan kerja. 

 
d. Loyal 

Definisi: Berdedikasi dan mengutamakan kepentingan Bangsa dan Negara. 
Panduan perilaku: 
1) Menjaga nama balk sesama karyawan, pimpinan, BUMN dan Negara. 
2) Rela berkorban untuk mencapai tujuan yang lebih besar. 
3) Patuh kepada pimpinan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan 

etika. 
 

e. Adaptif 
Definisi: Terus berinovasi dan antusias dalam menggerakan ataupun menghadapi 
perubahan. 
Panduan perilaku: 
1) Cepat menyesuaikan diri untuk menjadi lebih baik. 
2) Terus-menerus melakukan perbaikan mengikuti perkembangan teknologi. 
3) Bertindak proaktif. 

 
f. Kolaboratif 

Definisi: Membangun kerja sama yang sinergis. 
Panduan perilaku: 

1) Membuka kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. 
2) Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah. 
3) Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. 

 
2. Logo, Poster, Banner dan tagline Nilai-Nilai Utama (Core Values) AKHLAK Perkebunan 

Nusantara 
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a. Logo Nilai-Nilai Utama (Core Values) AKHLAK Perkebunan Nusantara 

 
Logo Nilai-Nilai Utama (Core Values) AKHLAK Perkebunan Nusantara dapat 
digunakan pada: 
1) Artefak. 
2) Setiap bentuk media cetak, seperti spanduk, banner, dan lain-lain. 
3) Setiap bentuk media elektronik, seperti profile picture, wallpaper, konten 

media, konten media sosial, virtual background, dan lain-lain. 
4) Atribut pegawai. 
5) Identitas barang milik perusahaan. 
6) Kegiatan ketatalaksanaan administrasi. 
7) Kegiatan atau aktivitas yang bersifat formal. 

 
b. Poster dan Banner Nilai-Nilai Utama (Core Values) AKHLAK Perkebunan Nusantara 

yang digunakan di setiap Kantor dan Unit Kerja. 
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Pemasangan Poster dan Banner di setiap Unit Kerja untuk mengkampanyekan Nilai-
Nilai Utama (Core Values) AKHLAK Perkebunan Nusantara. 
 

c. Tagline Nilai-Nilai Utama (Core Values) AKHLAK – Amanah, Kompeten, Harmonis, 
Loyal, Adaptif, Kolaboratif pada setiap tata persuratan dinas PTPN VIII. 
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BAB II 
PERILAKU INSAN PTPN VIII 

 
A. KEPATUHAN ATAS HUKUM DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  

Untuk menghindari terjadinya friksi dalam rangka mengembangkan kegiatan perusahaan 
yang lebih bebas, menciptakan kondisi yang sejajar bagi persaingan dan perlakuan yang 
adil bagi semua pemangku kepentingan, Perusahaan memiliki komitmen untuk 
melaksanakan praktik-praktik tata kelola perusahaan yang baik, tidak hanya berdasarkan 
pada hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun juga 
pada praktik-praktik etika bisnis yang baik di kalangan pelaku usaha dan norma-norma yang 
berlaku di masyarakat. 
 

B. BENTURAN KEPENTINGAN  
Benturan kepentingan adalah sebuah pertentangan antara kepentingan pribadi dengan 
kepentingan perusahaan dari suatu posisi yang dipercayakan kepada seseorang. Insan 
PTPN VIII yang menghadapi benturan kepentingan, dapat menghindari dengan cara : 
1. Menghindarkan diri dari situasi dilematis. 
2. Memposisikan diri kapan seseorang berbicara dan bertindak sebagai pribadi atau 

sebagai Insan PTPN VIII. 
3. Mengungkapkan kemungkinan adanya benturan kepentingan sebelum 

perikatan/kontrak disetujui. 
4. Memberitahu atasan langsung mengenai situasi yang dapat menimbulkan benturan 

kepentingan. Selanjutnya, atasan langsung harus memutuskan keterlibatan Insan PTPN 
VIII dalam kegiatan yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan. 
 

Insan PTPN VIII dilarang : 
1. Melakukan tindakan yang memiliki benturan kepentingan dan mengambil keuntungan 

pribadi dari pengambilan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung. 
2. Menggunakan informasi penting dan rahasia bagi keuntungan pribadi. 
3. Melibatkan diri dalam organisasi pesaing ataupun pemasok. 
4. Melibatkan diri dalam situasi dan kondisi yang dapat menimbulkan kecurigaan diantara 

Insan PTPN VIII.  
5. Menempatkan diri pada posisi/situasi/kondisi yang dapat menimbulkan benturan 

kepentingan antara dirinya dengan perusahaan, terutama dalam : 
a. Proses rekrutasi, mutasi dan promosi karyawan; 
b. Penetapan harga jual kepada pembeli tertentu yang merugikan perusahaan; 
c. Penetapan harga beli dari pemasok tertentu yang merugikan perusahaan; 
d. Pelaksanaan fungsi pengawasan internal yang ikut terlibat dalam kegiatan 

operasional perusahaan; 
e. Penetapan mitra binaan atau limit pinjaman dana Program Kemitraan dan Bina 

Lingkungan (PKBL) atas dasar hubungan keluarga atau kelompok tertentu. 
6. Memiliki kepentingan atau investasi di pihak pesaing, pelanggan, atau pemasok 

perusahaan yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan mengenai penunjukkan 
kontrak ke perusahaan tersebut. 
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7. Memegang jabatan di atau memiliki hubungan dengan organisasi luar yang memiliki 
hubungan transaksi bisnis dengan perusahaan, jika jabatan Insan PTPN VIII tersebut di 
perusahaan memungkinkan untuk mempengaruhi transaksi tersebut. 

8. Melakukan tugas tambahan dengan organisasi di luar perusahaan, jika aktivitas tersebut 
akan menimbulkan benturan kepentingan. 
 

C. SUAP  
Suap adalah pemberian sesuatu (berupa uang atau natura) kepada pihak lain yang 
berhubungan dengan jabatannya dimaksudkan untuk membujuk pihak lain tersebut untuk 
melakukan tindakan yang berlawanan dengan kewajibannya. 
 
Insan PTPN VIII dilarang : 
1. Memberikan atau menawarkan atau menerima, baik langsung maupun tidak langsung, 

sesuatu yang berharga (suap) kepada atau dari seorang pejabat Pemerintah, sementara 
pemberian suap kepada seseorang yang bukan pejabat Pemerintah memiliki potensi 
timbulnya tuntutan hukum yang serius kepada perusahaan akibat pelanggaran 
ketentuan persaingan usaha yang sehat. 

2. Menerima suap dari pihak manapun. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dikategorikan 
sebagai pelanggaran berat dan dikenakan sanksi sesuai ketentuan perusahaan yang 
berlaku. 
 

D. IMBALAN  
Imbalan adalah permintaan dari seseorang kepada pihak lain untuk memberikan sesuatu 
(berupa uang atau natura) di luar kewajiban pembayaran yang resmi atas jasa/layanan yang 
telah diberikan sesuai dengan fungsi dan bidang tugasnya. 
Pemberian imbalan kepada pihak lain dapat dilakukan, sepanjang: 
1. Untuk mempercepat proses penyelesaian jasa pelayanan administrasi. 
2. Bukan merupakan usaha untuk mengganggu proses pengambilan keputusan yang wajar. 
3. Apabila pemberian imbalan tidak dilakukan, dapat mengganggu kelancaran kegiatan 

perusahaan. 
4. Jenis dan besarnya imbalan yang diberikan sesuai dengan kepatutan/kewajaran yang 

ada dalam pengurusan jasa yang bersangkutan. 
5. Pemberian imbalan tersebut tidak akan mengakibatkan perusahaan atau Insan PTPN VIII 

terkena sanksi hukum karena pelanggaran peraturan perundangundangan yang berlaku. 
6. Dilakukan berdasarkan persetujuan atasan langsung dengan memperhatikan prinsip 

kehati-hatian dan dapat dipertanggungjawabkan kepada manajemen.  
 

Insan PTPN VIII dilarang meminta imbalan dalam bentuk apapun dari pemasok, pelanggan 
atau pihak lain yang menjadi mitra kerja perusahaan, karena dapat merusak citra 
perusahaan di mata mitra bisnisnya. 
 

E. HADIAH  
Hadiah dimaksudkan sebagai tanda terima kasih dan/atau bertujuan untuk menjaga 
hubungan bisnis yang telah terbangun. Hadiah dapat berupa voucher, tiket pertunjukan, 
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hiburan, jamuan makan, kegiatan olah raga, tiket perjalanan, akomodasi, barang/bingkisan 
dan lain-lain hal yang sejenis.  
 
Perusahaan memiliki komitmen untuk melakukan persaingan usaha secara sehat dan 
menghindarkan diri dari perlakuan diskriminatif kepada mitra kerjanya. Untuk itu, 
perusahaan perlu memastikan bahwa praktik-praktik pemberian/penerimaan hadiah 
dapat dilakukan, sepanjang dilakukan secara transparan serta tidak dimaksudkan untuk 
membujuk si penerima untuk bertindak tidak jujur atau melawan hukum. Dalam hal 
terdapat permintaan hadiah dari pihak lain, harus dilaporkan dan dikonsultasikan kepada 
atasan langsung Insan PTPN VIII. Apabila berpotensi menimbulkan pelanggaran hukum, 
dimintakan saran/pendapat dari Sub Bagian yang membidangi hukum.  
Insan PTPN VIII dilarang menerima segala bentuk hadiah dan tanda terima kasih lainnya 
apabila hal tersebut dapat mempengaruhi pengambilan keputusan bisnis perusahaan. 
 

F. JAMUAN BISNIS  
Jamuan bisnis merupakan penyelenggaraan representasi, jamuan makan dan/atau hiburan 
(entertainment) untuk mitra bisnis perusahaan. 
 
Insan PTPN VIII dapat melaksanakan dan/atau menerima tawaran jamuan bisnis,  
sepanjang : 
1. Penyelenggaraan jamuan bersifat wajar, sesuai kelaziman yang berlaku serta 

memperoleh persetujuan atasan langsung. 
2. Penyelenggaraan jamuan bisnis dilakukan pada tempat-tempat terhormat dan tidak 

menimbulkan citra negatif. 
 

Insan PTPN VIII dilarang menerima tawaran jamuan makan dan/atau hiburan 
(entertainment) apabila : 
1. Dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dalam proses bisnis yang telah, sedang 

dan akan berlangsung; 
2. Dilakukan di tempat-tempat yang memiliki konotasi negatif. 

 
G. SUMBANGAN  

Pada prinsipnya, pemberian sumbangan kepada pihak luar dapat dilakukan sepanjang 
sesuai dengan batas kepatutan dan untuk tujuan sosial ataupun amal, seperti misalnya: 
sumbangan berkaitan dengan bencana alam. 
 
Pemberian sumbangan untuk tujuan lain hanya boleh dilakukan apabila sesuai dengan 
peraturan perundangan yang berlaku, seperti misalnya penyaluran dana Bina Lingkungan 
(BL) dan Corporate Social Responsibility (CSR). 
 

H. PENGGUNAAN ASET DAN SUMBERDAYA PERUSAHAAN 
1. Menjaga, mengamankan dan menyelamatkan aset dan sumber daya perusahaan lainnya 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku dari kehilangan, kerusakan, dan atau penggunaan 
yang tidak sah. 
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2. Memanfaatkan aset dan sumber daya perusahaan lainnya secara efisien dan efektif, 
serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai aturan penggunaan yang berlaku dalam 
rangka mencapai tujuan perusahaan. 
 

Insan PTPN VIII dilarang : 
1. Memanfaatkan aset/sumberdaya perusahaan untuk kepentingan pribadi. 
2. Menggunakan aset dan sumber daya perusahaan untuk kepentingan dan atau aktivitas 

politik serta pihak ketiga lainnya. 
 

I. HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL  
Kekayaan intelektual merupakan kekayaan atas segala hasil produksi kecerdasan daya pikir 
seperti teknologi, pengetahuan, seni, sastra, gubahan lagu, karya tulis, karikatur, dan lain-
lain yang berguna untuk manusia.  
Insan PTPN VIII berkomitmen untuk senantiasa menghormati kekayaan intelektual dan 
informasi yang dilindungi sesuai ketentuan yang berlaku, serta berpartisipasi secara aktif 
untuk melindungi dan menjaga semua hak atas kekayaan intelektual milik Perusahaan, 
termasuk paten, hak cipta dan merek dagang serta menggunakan semua itu dengan efektif 
untuk menunjang terhadap pengembangkan bisnis perusahaan. Informasi dan segala 
intangible asset, termasuk hasil riset, teknologi, dan hak atas kekayaan intelektual yang 
diperoleh atas penugasan dan/atau atas beban perusahaan menjadi milik perusahaan yang 
harus dituangkan dalam perjanjian. 
 
Insan PTPN VIII dilarang : 
1. Dengan sadar bertindak tidak sesuai dengan hak kekayaan intelektual pihak lain yang 

sah. 
2. Membawa informasi rahasia (berupa prosedur, keputusan, surat dinas, dan lain-lain), 

termasuk catatan komputer perusahaan untuk dipergunakan diluar kepentingan 
perusahaan. 

3. Menerima atau menggunakan informasi rahasia orang lain tanpa persetujuan pihak 
yang memiliki hak. 

4. Menyalin dokumen atau materi (termasuk audio, video, perangkat lunak atau yang 
didapat dari internet) yang hak ciptanya tidak kita miliki, kecuali memiliki izin untuk 
melakukannya. 

5. Memakai perangkat lunak yang tidak memiliki lisensi di komputer Perusahaan.  
 

Senantiasa berkonsultasi dengan Sub Bagian Hukum Korporasi atau Corporate Legal 
menyangkut penggunaan lisensi atau persetujuan yang mungkin diperlukan untuk 
mempergunakan kekayaan intelektual pihak lain, termasuk untuk : 
1. Produk atau proses baru atau yang dimodifikasi dan signifikan; 
2. Interpretasi paten; 
3. Aplikasi paten atau hak atas kekayaan intelektual lainnya. 
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J. PENGELOLAAN INFORMASI PERUSAHAAN  
Setiap Informasi Perusahaan yang dikategorikan informasi publik, bersifat terbuka dan 
dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik. Informasi Perusahaan yang 
dikecualikan, bersifat ketat dan terbatas.  
Pemohon informasi publik dapat memperoleh kesempatan untuk mengetahui informasi 
publik dengan cara akses secara elektronik melalui portal resmi Perusahaan atau 
mengajukan permohonan secara tertulis kepada Sekretaris Perusahaan atau Direksi. 
Informasi Perusahaan yang dikecualikan adalah informasi yang bersifat rahasia sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan kebijakan perusahaan 
yang didasarkan pada pertimbangan tentang konsekuensi yang timbul apabila informasi 
perusahaan disampaikan kepada publik.  
 
Insan PTPN VIII wajib melindungi kerahasiaan Informasi Perusahaan. Insan PTPN VIII sesuai 
dengan kewenangan dan lingkup kerjanya dapat melakukan akses terhadap informasi 
perusahaan, baik yang bersifat umum maupun yang bersifat rahasia. Informasi ini tidak 
diijinkan untuk disampaikan kepada siapapun yang tidak mempunyai kewenangan untuk 
menerimanya baik di dalam maupun di luar perusahaan. Pengungkapan informasi yang 
dikecualikan sebagai informasi publik dilakukan dengan persetujuan Direksi. 
 
Insan PTPN VIII dilarang : 
1. Mengungkapkan informasi rahasia mengenai perusahaan kepada pihak lain yang tidak 

berwenang seperti mitra kerja, pesaing perusahaan, dan sebagainya. 
2. Menggunakan informasi rahasia mengenai perusahaan untuk kepentingan pribadi.  
 

Setiap pelanggaran terhadap prinsip dan larangan pengungkapan informasi perusahaan 
akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan perusahaan yang berlaku. 

 
K. AKTIVITAS POLITIK  

Pada dasarnya, dalam kapasitas pribadi, perusahaan tidak melarang Insan PTPN VIII untuk 
berpartisipasi di dalam aktivitas politik sepanjang hal itu tidak melibatkan penggunaan 
dana, waktu, peralatan, pasokan, fasilitas atau aset perusahaan. 
 
Insan PTPN VIII harus : 
1. Memastikan bahwa aktivitas politiknya tidak mewakili aspirasi Perusahaan. 
2. Bersikap netral terhadap partai politik dan berbagai kegiatannya. 

 
 Insan PTPN VIII dilarang : 
1. Memberikan bantuan dana dan fasilitas perusahaan kepada partai politik, politisi atau 

calon pejabat manapun. 
2. Menghadiri acara-acara yang diselenggarakan oleh partai politik karena akan 

mempengaruhi sikap netralitas perusahaan. 
3. Merangkap jabatan sebagai pengurus partai politik atau sebagai anggota legislatif. 
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L. KESELAMATAN KERJA DAN PELESTARIAN LINGKUNGAN 
Insan PTPN VIII wajib memastikan bahwa aset dan lokasi usaha serta fasilitas perusahaan 
lainnya, memenuhi peraturan perundang-undangan berkenaan dengan kesehatan dan 
keselamatan kerja serta pelestarian lingkungan.  
 
Insan PTPN VIII wajib menyelenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja serta 
menjalankan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja sebagai bagian integral 
dari Manajemen Perusahaan, dengan cara: 
1. Memberikan pemeriksaan kesehatan setiap 6 (enam) bulan sekali bagi Karyawan yang 

bekerja di lapangan dengan menggunakan pestisida dan karyawan yang bekerja di 
pabrik. 

2. Menyediakan perlengkapan Keselamatan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) 
sebagai inventaris untuk Karyawan yang bekerja pada Unit Kerja yang membahayakan 
menurut sifat pekerjaannya. 

3. Memberikan makanan ekstra kepada Karyawan yang dalam melaksanakan tugasnya 
berhubungan dengan Bahan Berbahaya Beracun (B3), Radiasi, Infeksi Nosokomial dan 
petugas khusus lainnya. 
 

M. INTEGRITAS LAPORAN 
Insan PTPN VIII wajib memastikan bahwa informasi penting mengenai perusahaan telah 
diungkapkan dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan, termasuk namun tidak terbatas pada pernyataan 
pertanggungjawaban penuh atas kebenaran isi laporan yang memuat hal-hal sebagai 
berikut: 
1) Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan; 
2) Laporan keuangan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi 

Keuangan di Indonesia dan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara; 
3) Semua informasi dalam laporan keuangan telah dimuat secara lengkap dan benar, tidak 

mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, serta tidak menghilangkan 
informasi atau fakta material; 

4) Bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam perusahaan dan entitas anak. 
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BAB III 
HUBUNGAN INSAN PTPN VIII 

 
A. HUBUNGAN DENGAN SESAMA INSAN PTPN VIII 

Bentuk-bentuk pengelolaan hubungan dengan sesama Insan PTPN VIII dapat dilakukan 
dengan: 
1. Saling mengingatkan terhadap potensi pelanggaran peraturan dan kebijakan yang 

merugikan perusahaan. 
2. Apabila terjadi pelanggaran terhadap peraturan dan kebijakan perusahaan, Insan PTPN 

VIII wajib melaporkan kepada atasan langsungnya untuk mendapatkan tindak lanjut 
penyelesaiannya. 

3. Meminta penjelasan kepada atasan langsung mengenai hal-hal yang tidak 
dimengerti/dipahami oleh Insan PTPN VIII. 

4. Mendorong komunikasi yang jujur dan terbuka antara atasan dan bawahan. 
5. Melakukan penilaian kinerja secara objektif, transparan, dan tanpa dipengaruhi oleh 

pihak-pihak tertentu. 
6. Memberikan pemahaman kepada bawahan secara rinci mengenai setiap peraturan dan 

kebijakan perusahaan yang dikeluarkan. 
7. Setiap bawahan wajib berupaya mencermati dan memahami mengenai setiap peraturan 

dan kebijakan perusahaan yang dikeluarkan. 
 

B. HUBUNGAN DENGAN PEMEGANG SAHAM 
Bentuk - bentuk  pengelolaan  hubungan  dengan  Pemegang  Saham  dapat  dilakukan  
dengan : 
1. Pengelolaan perusahaan berdasarkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance. 
2. Menumbuhkembangkan perusahaan dengan pertumbuhan laba yang meningkat. 
3. Mengelola investasi pemegang saham melalui tingkat pengembalian investasi yang 

wajar. 
4. Memberikan informasi yang lengkap, akurat dan tepat waktu. 

 
C. HUBUNGAN DENGAN KARYAWAN 

1. Penyusunan peraturan kepegawaian 
Penyusunan peraturan kepegawaian yang transparan dan adil tidak hanya 
mengakomodasi kepentingan perusahaan tetapi juga kepentingan karyawan, serta 
mengacu pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dalam hal penyusunan 
kebijakan perusahaan, Perusahaan menetapkan sebagai berikut : 
a. Jenis kebijakan perusahaan yang harus dikomunikasikan kepada karyawan  

Jenis kebijakan perusahaan yang harus dikomunikasikan kepada karyawan adalah: 
1) Kebijakan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG Manual), terdiri dari : 

a) Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG Code); 
b) Pedoman Perilaku (Code of Conduct); 
c) Board Manual; 
d) Manajemen Risiko Manual; 
e) Kebijakan Sistem Pengendalian Intern; 
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f) Kebijakan Sistem Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing System); 
g) Kebijakan Tata Kelola Teknologi Informasi. 

 
2) Standard Operating Procedure yang selanjutnya disebut SOP adalah serangkaian 

instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan 
administrasi di perusahaan, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan 
oleh siapa dilakukan. SOP dibedakan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu : 
a) SOP Teknis  

SOP Teknis digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang cenderung sangat 
bersifat teknis dan berulang-ulang (repetitif). 

b) SOP Administratif  
SOP administratif digunakan untuk pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya 
administratif. SOP Administratif disusun untuk kegiatan penyelenggaraan 
administrasi. 
 

b. Jenis kebijakan yang harus melibatkan karyawan dalam perumusannya 
Jenis kebijakan yang harus melibatkan karyawan dalam perumusannya seperti 
namun tidak terbatas pada perjanjian kerja bersama (PKB) antara manajemen 
dengan serikat pekerja, perundingan pengupahan, dan sebagainya. 
 

2. Perhatian atas hak-hak karyawan 
Peningkatan produktivitas kerja sangat dipengaruhi oleh motivasi karyawan dalam 
bekerja. Motivasi karyawan untuk bekerja akan meningkat apabila hak-haknya 
diperhatikan, antara lain : 
a. Kesempatan kerja yang sama. 
b. Sistem seleksi penerimaan karyawan yang transparan dan adil; 
c. Kontrak kerja yang adil dan transparan; 
d. Penempatan dan mutasi karyawan yang disesuaikan dengan keahlian dan 

kemampuan setiap karyawan; 
e. Kebebasan berkreasi bagi individu dan hak pribadi. 
f. Pola karir yang jelas dan transparan; 
g. Penilaian kinerja yang sesuai dengan prestasi karyawan; 
h. Penerapan reward secara konsekuen sehingga mendorong karyawan untuk 

meningkatkan kinerja dan prestasi, serta penerapan punishment secara tegas 
sehingga efektif mencegah karyawan melakukan pelanggaran. 

i. Sistem penggajian yang transparan dan mempertimbangkan beban tanggung jawab 
setiap pekerjaan; 

j. Program pendidikan dan pelatihan yang adil dan transparan; 
k. Fasilitas kesehatan yang diperuntukkan tidak hanya bagi karyawan tetapi juga 

termasuk keluarganya sehingga menciptakan ketenangan dalam bekerja; 
l. Keselamatan dalam bekerja. Setiap karyawan berhak memperoleh jaminan 

keselamatan selama menjalankan tugasnya. 
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3. Pemberian penghargaan kepada karyawan 
Pemberian penghargaan kepada karyawan merupakan cara untuk meningkatkan 
motivasi kerja dan loyalitas karyawan kepada perusahaan. Beberapa bentuk 
penghargaan yang dapat diberikan : 
a. Penghargaan formal, antara lain dalam bentuk promosi, pemberian penghargaan 

bagi karyawan yang telah bekerja selama kurun waktu tertentu, dan lain-lain. 
b. Penghargaan informal, antara lain ucapan selamat bagi karyawan yang berulang 

tahun dan karyawan yang berprestasi dan lain-lain. 
 

4. Sistem pemberian saran 
Penyediaan media/sarana untuk pemberian saran, misalnya kotak saran, portal resmi 
perusahaan, buletin internal perusahaan, media online dan sebagainya untuk 
menampung keluhan maupun saran-saran atau ide-ide dari karyawan. 
 

5. Penetapan dan penerapan budaya perusahaan 
Komunikasi yang transparan dengan karyawan mengenai prinsip-prinsip budaya dan 
sikap kerja, misalnya melalui pembuatan buku saku yang berisi panduan budaya 
perusahaan. 
 

6. Komunikasi dengan serikat pekerja 
Komunikasi antara perusahaan dengan serikat pekerja dalam memecahkan masalah-
masalah yang terkait dengan karyawan. 
 

D. HUBUNGAN DENGAN KONSUMEN DAN PELANGGAN 
Konsumen dan Pelanggan merupakan bagian dari pemangku kepentingan perusahaan yang 
langsung berhubungan dengan pengguna barang dan jasa yang diproduksi oleh 
perusahaan. Kepuasan konsumen  dan pelanggan akan membangun reputasi perusahaan, 
sehingga hubungan jangka panjang dapat terbentuk. 
 
Bentuk-bentuk pengelolaan hubungan dengan konsumen dapat dilakukan dengan : 
1. Menghormati hak-hak konsumen  dan pelanggan yang timbul berdasarkan perjanjian. 
2. Memberikan informasi yang benar dan transparan mengenai keamanan, kesehatan dan 

kejelasan dalam kondisi produk yang dihasilkan perusahaan 
3. Melayani konsumen/pelanggan secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif 

berdasarkan suku, agama, ras, budaya, daerah, pendidikan, dan status sosial lainnya. 
4. Mendengarkan pendapat dan/atau keluhan konsumen/pelanggan atas kualitas barang 

atau jasa yang dijual/diinginkan/digunakan dan menindaklanjuti dengan upaya 
perbaikan. 

5. Memenuhi mutu produk barang atau jasa sesuai standar yang telah ditetapkan akan 
dapat menjamin kepuasan konsumen. 

6. Menyediakan produk yang berkualitas dan dihasilkan melalui proses produksi yang 
efisien, terpercaya dan ramah lingkungan. 

7. Cepat tanggap dan peka terhadap keinginan pelanggan. 
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Hal-hal yang tidak boleh dilakukan dalam pengelolaan hubungan dengan konsumen dan 
pelanggan : 
1. Mengabaikan hak konsumen/pelanggan. 
2. Memberikan informasi yang tidak benar mengenai kondisi produk yang dihasilkan 

perusahaan, misalnya informasi mengenai komposisi kandungan vitamin, mineral, kalori 
dan zat-zat kimia lainnya. 

3. Diskriminatif terhadap konsumen/pelanggan. 
4. Meminta dan/atau menerima suap dan gratifikasi. 
5. Memfasilitasi dan melakukan konflik kepentingan. 
6. Menunjukkan ketidakpedulian terhadap keluhan konsumen/pelanggan. 
7. Melakukan promosi yang mengarah kepada penafsiran negatif atau mengganggu nilai-

nilai atau norma yang bersifat suku, ras dan agama. 
 

E. HUBUNGAN DENGAN PEMASOK  
Perusahaan mempunyai kepentingan dalam menjaga hubungan baik dengan pemasok, 
terutama dalam hal penyediaan bahan baku maupun pengadaan barang dan jasa yang 
mendukung operasi perusahaan. Di sisi lain pemasok juga berkepentingan untuk menjaga 
kemampuan usaha dalam memasarkan produknya.  
 
Hubungan saling membutuhkan tersebut harus dikelola dengan baik, untuk menjaga 
prinsip kesetaraan hubungan sebagai bentuk penerapan tata kelola perusahaan yang baik 
menuju terwujudnya pengadaan barang dan jasa yang efisien, efektif, dan ekonomis, 
sehingga akan diperoleh barang maupun jasa yang bermutu tinggi dan berkualitas sesuai 
dengan persyaratan teknis yang diinginkan. 
 
Pengelolaan hubungan dengan pemasok dapat dilakukan sebagai berikut : 
1. Melaksanakan proses lelang dan tender secara transparan sesuai prosedur pengadaan 

barang dan jasa yang berlaku. 
2. Memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama terhadap semua pemasok atau 

kontraktor dengan dilandasi oleh prinsip persaingan sehat. 
3. Membuat kontrak pengadaan barang dan jasa yang memuat hak dan kewajiban masing-

masing pihak, sehingga dapat digunakan untuk menghindari konflik dalam hal terjadi 
perbuatan wanprestasi. 

4. Menghindari praktik suap dan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN); 
5. Menjamin terlaksananya prosedur pembayaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

 
Hal-hal yang tidak boleh dilakukan dalam pengelolaan hubungan dengan pemasok : 
1. Mengabaikan hak pemasok. 
2. Diskriminatif terhadap pemasok. 
3. Meminta dan/atau menerima suap dan gratifikasi. 
4. Memfasilitasi dan melakukan konflik kepentingan. 
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F. HUBUNGAN DENGAN KREDITUR 
Peranan kreditur sangat penting bagi perusahaan. Kreditur dapat memberikan pinjaman 
modal kepada perusahaan untuk pembiayaan kegiatan investasi perusahaan. 
 
Pengelolaan hubungan dengan kreditur dapat dilakukan sebagai berikut : 
1.  Mengelola dana pinjaman secara efektif sehingga perusahaan mampu melunasi 

kewajiban yang jatuh tempo. 
2. Memberikan informasi yang transparan dalam penggunaan dana yang dipinjam dari 

kreditur sehingga kreditur memperoleh kepastian terhadap dana yang dipinjamkannya. 
3. Melindungi hak-hak kreditur, seperti : 

a. Kreditur berhak atas pelunasan pembayaran yang tepat waktu, baik pokok pinjaman 
maupun bunganya. 

b. Kreditur sangat peduli terhadap sistem pembayaran, termasuk perhitungan bunga 
pinjaman, jadwal pembayaran dan cara pembayaran oleh perusahaan. 
 

Insan PTPN VIII dilarang: 
1. Mengabaikan hak-hak kreditur. 
2. Meminta dan/atau menerima suap dan gratifikasi. 
3. Memfasilitasi dan melakukan konflik kepentingan. 
4. Menjaminkan lagi agunan yang sudah dijaminkan pada pihak lain. 

 
G. HUBUNGAN DENGAN MASYARAKAT  

Kepedulian perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar merupakan salah satu 
bentuk tanggung jawab sosial perusahaan. Sebagai bagian dari masyarakat, perusahaan 
berkewajiban memperhatikan dan melindungi kepentingan masyarakat karena masyarakat 
memiliki nilai budaya lokal dan etika bisnis yang harus dipatuhi dan dapat mempengaruhi 
kegiatan operasional perusahaan.  
 
Bentuk-bentuk pengelolaan hubungan dengan masyarakat dapat dilakukan dengan : 
1. Membuat program pengembangan masyarakat (community development) antara lain 

berupa pelayanan kesehatan untuk meningkatkan standar kesehatan masyarakat, 
pengembangan fasilitas pendidikan dan pemeliharaan serta peningkatan mutu 
lingkungan sekitar. 

2. Memberikan kontribusi pada kegiatan sosial dan kebudayaan serta mendorong 
partisipasi aktif karyawan pada kegiatan sosial kemasyarakatan untuk peningkatan citra 
perusahaan. 

3. Membuat mekanisme terhadap pengaduan masyarakat dan penyelesaiannya sehingga 
dapat menciptakan hubungan positif antara perusahaan dengan masyarakat. 

4. Memelihara dan melindungi nilai-nilai budaya masyarakat sekitar dari pengaruh negatif 
keberadaan perusahaan. 

5. Melaksanakan upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan untuk meminimalisir 
dampak lingkungan yang dapat ditimbulkan oleh kegiatan perusahaan. 

6. Mengikutsertakan masyarakat sekitar dalam beberapa kegiatan perusahaan tertentu. 
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7. Memberikan kesempatan kepada tenaga kerja daerah di sekitar perusahaan, sesuai 
dengan kriteria dan kompetensi sehingga dapat meningkatkan rasa memiliki dan ikut 
menjaga aset perusahaan, serta membantu peningkatan kesejahteraan masyarakat 
sekitar. 

8. Memberikan kontribusi bantuan kepada korban akibat musibah bencana alam dan 
musibah lainnya, ataupun bersama-sama dengan pihak lain membantu menanggulangi 
akibat bencana tersebut. 

9. Membina dan memberdayakan kelompok masyarakat ekonomi kecil yang memiliki 
usaha di lingkungan PTPN VIII. 

10. Menjaga lingkungan dimana perusahaan beroperasi agar tetap terpenuhi standar 
kesehatan dan keselamatan kerja, baik bagi Insan PTPN VIII maupun penduduk sekitar. 

11. Memberikan perhatian kepada issue-issue lingkungan hidup sebagai bagian yang tidak 
terpisahkan dalam keputusan dan transaksi bisnis. 
 

H. HUBUNGAN DENGAN PEMERINTAH  
Pemerintah sebagai regulator, berkepentingan terhadap perusahaan baik sebagai legal 
entity yang perlu dilindungi hak dan kepentingannya, maupun sebagai business entity yang 
aktivitasnya mempunyai efek berantai terhadap berbagai kegiatan pemerintah pada 
umumnya, misalnya dalam hal penyediaan kesempatan kerja, peningkatan penerimaan 
pajak/retribusi dan lain sebagainya. 
 
Disamping melalui regulasi, pemerintah juga melakukan perlindungan secara fisik berupa 
pengamanan, pengendalian dan sanksi terhadap pelanggaran ketentuan yang ada. 
Perusahaan harus dapat memberikan sumbangan berupa masukan yang dapat 
dipertanggungjawabkan terutama mengenai batasan tanggung jawab. 
 
Bentuk-bentuk pengelolaan hubungan dengan pemerintah dapat dilakukan dengan : 
1. Memberikan informasi yang transparan untuk kebutuhan penyusunan regulasi yang 

akan mendorong perkembangan dunia usaha dan perusahaan. 
2. Memberikan saran dan masukan yang memadai dan bertanggung jawab tentang bentuk 

dan konsep regulasi. 
3. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kegiatan 

perusahaan. 
 

Insan PTPN VIII dilarang mempengaruhi keputusan maupun perilaku pegawai pemerintah 
dengan menjanjikan hadiah, bonus, pinjaman ataupun fasilitas apapun yang berakibat 
kepada pelanggaran hukum. 

 
I. HUBUNGAN DENGAN PESAING/KOMPETITOR  

Peran pesaing/kompetitor sebagai salah satu stakeholders secara tidak langsung terkait 
dengan upaya perusahaan dalam menjaga kepentingan dengan stakeholders lainnya.  
 
Pesaing/kompetitor dapat melaporkan kepada institusi atau lembaga yang berkompeten 
(Komite Pengawas Persaingan Usaha/KPPU) misalnya apabila perusahaan melakukan 
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pelanggaran terhadap persaingan usaha yang sehat, untuk memberikan sanksi ataupun 
peringatan kepada perusahaan jika terbukti. Pesaing/kompetitor berkepentingan untuk 
mendapatkan kesempatan dan perlakuan yang sama dan adil dalam pasar/industri, sebagai 
mitra inovasi dan perbandingan (benchmark). 
 
Bentuk-bentuk pengelolaan hubungan dengan pesaing/kompetitor dapat dilakukan 
dengan : 
1. Memelihara pasar yang terbuka bagi perdagangan dan investasi. 
2. Mendukung perilaku kompetitif yang bermanfaat secara sosial maupun terhadap 

lingkungan dan menunjukan sikap saling menghargai antara pesaing. 
3. Mencegah upaya atau partisipasi pada pembayaran-pembayaran yang tidak wajar atau 

penggunaan praktik-praktik yang tidak terpuji untuk dapat mmpertahankan keunggulan 
bersaing. 

4. Menghargai hak cipta dan hak atas karya cipta. 
5. Menolak untuk memanfaatkan informasi yang didapat dengan cara yang tidak jujur dan 

tidak bermoral. 
 

J. HUBUNGAN DENGAN KELOMPOK SOSIAL LAINNYA  
Kelompok sosial lainnya adalah kelompok atau lembaga yang lebih berperan dalam 
mewakili kepentingan stakeholders lainnya, seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) 
dan asosiasi-asosiasi bisnis. 
 
Bentuk-bentuk pengelolaan hubungan dengan kelompok sosial lainnya dapat dilakukan 
dengan : 
1. Menjalin komunikasi yang baik dengan LSM sehingga dapat membantu dalam 

memutuskan masalah perusahaan yang berpotensi konflik di masyarakat. 
2. Menghormati ketentuan-ketentuan maupun himbauan yang dikeluarkan Asosiasi 

karena dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam penetapan kebijakan perusahaan. 
 

Memperhatikan dan membantu LSM-LSM yang sejalan dengan tujuan perusahaan dalam 
batas-batas tertentu, sedangkan untuk LSM-LSM yang tidak sejalan dengan kebijakan 
perusahaan, PTPN VIII akan tanggap atas aspirasi LSM tersebut dengan tetap 
memperhatikan kepentingan perusahaan. 
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BAB IV 
PENEGAKAN PEDOMAN PERILAKU 

 
Upaya penegakan Pedoman Perilaku Perusahaan dilakukan dengan : 
1. Pernyataan Komitmen 

Insan PTPN VIII wajib membuat Pakta Integritas secara berkala sebagai bukti bahwa Insan 
PTPN VIII telah mengetahui, memahami dan berkomitmen untuk menerapkan prinsip-
prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) dan praktik bisnis 
yang beretika sesuai Pedoman Perilaku Perusahaan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. 
Adapun bentuk Pakta Integritas tercantum dalam Lampiran II. 
 

2. Pelaporan atas Pelanggaran Pedoman Perilaku Perusahaan 
Insan PTPN VIII yang mengetahui adanya pelanggaran terhadap Pedoman Perilaku 
Perusahaan wajib melaporkan kepada Atasan Terlapor atau Unit Kerja yang mengelola 
sistem pelaporan pelanggaran. Mekanisme pengelolaan pelaporan pelanggaran diatur lebih 
lanjut dalam ketetapan perusahaan tersendiri. 
 

3. Pengenaan Sanksi 
Insan PTPN VIIII yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap Pedoman Perilaku 
Perusahaan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di PTPN VIII. Insan PTPN 
VIII yang terbukti mengetahui adanya pelanggaran dan tidak melaporkan, dianggap 
melakukan pelanggaran yang bobot pelanggarannya melakukan pelanggaran dan dapat 
dikenakan sanksi. 
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LAMPIRAN II KEPUTUSAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PT PERKEBUNAN NUSANTARA VIII 
NOMOR  : KEP/I.1/378/V/2021 
   SK/DEKOM/07/V/2021 
TANGGAL  : 10 MEI 2021 
 

PAKTA INTEGRITAS 
INSAN PT PERKEBUNAN NUSANTARA VIII 

KOMITMEN MENDUKUNG PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK 
(GOOD CORPORATE GOVERNANCE) 

 
Sebagai perwujudan komitmen mendukung penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good 
Corporate Governance) di lingkungan PT Perkebunan Nusantara VIII (PTPN VIII), dengan ini 
menyatakan kesanggupan dan kesediaan kami untuk terikat pada hal-hal yang dinyatakan 
sebagai berikut : 
1. Sebagai Insan PTPN VIII, kami berkomitmen untuk mewujudkan PTPN VIII yang tangguh 

(profesional dan tahan goncangan/godaan), unggul (mengutamakan sistem, mutu dan 
inovasi) serta bermartabat (bersih dari segala bentuk penyimpangan dan kecurangan 
termasuk korupsi). 

2. Sanggup mengemban amanah atas dasar kepercayaan (Fiduciary Duties), mengupayakan 
capaian kinerja perusahaan secara maksimal dengan mengindahkan prinsip-prinsip Tata 
Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance), bersikap dan mengambil 
keputusan dengan penuh kehati-hatian atau prudent (Duty of Care), berani mengambil 
tanggung jawab penuh atas jalannya perusahaan (Responsibility), secara konsisten 
mendahulukan yang terbaik bagi kepentingan perusahaan di atas kepentingan pribadi 
(Duty of Loyalty), menjauhi segala bentuk benturan kepentingan baik potensi maupun 
aktual (Conflict of Interest Rule) serta mentaati semua ketentuan perundangan yang 
berlaku (Accountability). 

3. Membaca dan memahami Pedoman Perilaku (Code of Conduct) PT Perkebunan Nusantara 
VIII, serta bersedia untuk memberikan keteladanan bersikap dan berperilaku dalam 
pelaksanaannya. 

4. Bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku, apabila dalam pelaksanaan tugas 
terjadi ketidaksesuaian dan pelanggaran atas Pedoman Perilaku (Code of Conduct) PT 
Perkebunan Nusantara VIII. 
 

Demikian Pakta Integritas ini saya buat dengan sebenarnya dengan kesadaran penuh sebagai 
Insan PTPN VIII yang bertanggung jawab. 
 
….. (tempat), …. (tanggal) …. (bulan) …. (tahun) 
 
 

T.T.D 
 

Nama 
Jabatan dan Unit Kerja 
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